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[bookmark: _Toc210376528]ABSTRAK
Yuliana Veronica, Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi Fraud di Sektor Publik (Studi pada Inspektorat Kabupaten Malinau), dibimbing oleh Yoremia Lestari br.Ginting, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud di sektor publik dengan studi pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Metode penelitian mengunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada enam auditor, dan dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan kompetensi auditor mendeteksi fraud melalui pendidikan profesional berkelanjutan telah meningkatkan kemampuan auditor dalam tiga aspek utama yaitu analisis fraud, penguasaan teknis audit, dan problem solving. Dalam implementasinya terdapat keterbatasan dalam penguasaan teknologi, beban tugas tinggi, dan durasi pelatihan yang singkat. Penelitian ini juga mengungkap perkembangan peran auditor dari fungsi pemeriksaan menuju peran strategis sebagai pembina dan pengawas. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kompetensi auditor sektor publik, serta kontribusi berupa rekomendasi bagi APIP dalam menyusun program pengembangan kompetensi yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengembangan kompetensi, auditor, deteksi fraud, sektor publik, auditing 


[bookmark: _Toc210376529]ABSTRACT
Yuliana Veronica, Development of Auditor Competence in Detecting Fraud in the Public Sector (A Study at Inspectorate of Malinau Regency), supervised by Yoremia Lestari br.Ginting, this study aims to analyze the development of auditor competence in detecting fraud in the public sector, with a case study at Inspectorate of Malinau Regency. The study employs a qualitative descriptive method as its research approach. Data were collected through in-depth interviews with six auditors and documentation as secondary data. The results show that competence development through ongoing professional education has imporved auditors’ abilities in three main aspect which is fraud analysis, technical audit mastery, and problem-solving. However, its implementation faces constraints including limited technological proficiency, high workload, and short training duration. This study also reveals the evolution of the auditor’s role from traditional examination functions to strategic roles as supervisors and mentors. The results contribute theoretically to the development of public sector auditor competence and offer practical recommendations for the Goverment Internal Supervisory Appartus (APIP) in designing effective and sustainable competency developent programs.  
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[bookmark: _Toc210376536]PENDAHULUAN
1.1. [bookmark: _Toc210376537]Latar Belakang
Dalam konteks sektor publik, fraud menjadi isu yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022) dalam laporannya Occupational Fraud 2022 : A Report to The Nations, korupsi adalah kasus fraud yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri menurut survei yang dilakukan oleh Tranparency International pada tahun 2023 dalam situs mereka yaitu www.transparency.org, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ditempatkan pada posisi 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). 
Korupsi dapat merusak perkembangan ekonomi dengan cara menurunkan investasi lokal, menghalangi investasi asing, mendorong pengeluaran pemerintah yang tidak perlu, dan mengubah komposisi pengeluaran pemerintah (dari pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur ke proyek-proyek publik yang kurang efektif tetapi lebih mudah untuk dimanipulasi). 
Salah satu kasus yang terjadi adalah dugaan kasus korupsi revitalisasi saluran air Malinau-Mansalong. Pada tahun 2022, seorang Pejabat Pembuat Komitmen dengan inisial AMN ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek Revitalisasi Saluran Air Malinau–Mansalong TA 2021 yang dilaksanakan oleh PJN Wilayah 1 Kalimantan Utara dengan nilai proyek sebesar Rp7.639.880.000,-. Menurut Dirreskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Hendy F Kurniawan, penetapan ini dilakukan setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta temuan penggeledahan. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sekitar 3 miliar dan dana tersebut digunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan pribadinya (Dzulviqor & Utomo, 2022). 
Melihat kasus yang telah dipaparkan di atas tentunya kasus korupsi yang sangat merugikan negara perlu segera diatasi, maka dari itu diperlukan pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak yang berwenang karena pemerintah Indonesia yang mengelola keuangan negara memerlukan transparansi, pertanggungjawaban serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. 
Inspektorat Kabupaten/Kota adalah salah satu aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) kabupaten/kota serta melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) oleh bupati/walikota. Inspektorat juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan dan penilaian tentang keadilan dan keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh PD. Inspektorat sebagai APIP dan BPK saling bersinergi dalam upaya pencegahan dari kesalahan dan kekeliruan serta pengendalian atas kecurangan atau fraud. 
Dalam melaksanakan tugasnya, auditor yang ada di inspektorat harus memiliki kemampuan yang baik dalam memahami fraud khususnya pemahaman fraud yang berkaitan dengan berbagai macam kasus yang terjadi dan mungkin terjadi pada sektor publik. Langkah yang krusial dalam pencegahan dan deteksi fraud harus dimulai dengan investasi yang tepat dalam pengembangan kemampuan auditor, termasuk dalam hal ini pelatihan atau pendidikan profesional berkelanjutan seperti yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Klienman et al.,  (2020) menyebutkan salah satu penyebab auditor gagal dalam mendeteksi fraud adalah faktor bawaan dari auditor itu sendiri yaitu ketidakmampuan auditor yang kemungkinan disebabkan oleh tidak adanya pengawasan atau pelatihan yang tepat, maka dari itu auditor memerlukan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilannya dalam melakukan proses pemeriksaan (Elfia & NR, 2022). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Bierstaker et al., 2012) yang menyebutkan auditor yang mengikuti pelatihan dapat mendeteksi fraud lebih baik daripada yang tidak mengikuti pelatihan. 
Inspektorat Kabupaten Malinau merupakan salah satu APIP yang menjalankan peran mencegah fraud dalam organisasi perangkat daerah wilayah kabupaten yang menerapkan Permendagri No. 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana setiap auditor perlu meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. Terlaksananya pendidikan professional berkelanjutan mencakup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis mengenai 10 bidang kompetensi yaitu, pengawasan pelayanan publik, pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengawasan keuangan daerah, audit kinerja, perencanaan dan pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, audit investigasi, pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal, Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), dan pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2021-2026 memetakan salah satu permasalahan dalam kurangnya kualitas pengawasan inspektorat adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum maksimal, hal ini disebabkan oleh kesempatan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi yang masih kurang (Diklat/Bimtek dan lain lain). Masalah lainnya yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau adalah masih adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan berindikasi kerugian material, salah satu akar masalahnya adalah kurangnya kompetensi auditor dalam pengembangan temuan.  
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi Fraud di Sektor Publik Studi pada Inspektorat Kabupaten Malinau”. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana kompetensi auditor dapat dikembangkan untuk mendeteksi fraud di sektor publik. 
1.2. [bookmark: _Toc210376538]Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dituangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kompetensi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau dalam mendeteksi fraud di sektor publik?
1.3. [bookmark: _Toc210376539]Tujuan Penelitian
	Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kompetensi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau dalam mendeteksi fraud. 
1.4. [bookmark: _Toc210376540]Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai batasan penelitian terhadap obyek, sehingga hal-hal yang dibahas akan lebih mendalam dan peneliti dapat memilih data lebih terarah dan tidak terjebak pada banyaknya informasi yang didapatkan di lapangan. Adapun fokus penelitian ini mengarah kepada pengembangan kompetensi auditor internal di sektor publik. 
1.5. [bookmark: _Toc210376541]Manfaat Penelitian
	Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat tertentu yaitu diantaranya sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, referensi dan menjadi literatur tambahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya dalam bidang sektor publik tentang kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud dan  hal – hal yang berkaitan dengannya.


2. Manfaat Praktis
2
Penelitian ini diharapkan dapat  bermanfaat sebagai saran masukan bagi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi fraud dengan mengikuti program pengembangan kompetensi. 
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[bookmark: _Toc180523092][bookmark: _Toc180630500][bookmark: _Toc181234481][bookmark: _Toc201660209][bookmark: _Toc210173972][bookmark: _Toc210376542]BAB II
[bookmark: _Toc191549385][bookmark: _Toc210376543]KAJIAN PUSTAKA 
2.1. [bookmark: _Toc210376544] Audit Sektor Publik 
Audit sektor publik adalah suatu proses sistematik secara objektif, untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Proses pengujian ini dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen, baik yang berasal dari swasta yang bersertifikat ataupun lembaga pemerintah untuk mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik laporan keuangan organisasi mewakili posisi keuangan organisasi sektor publik dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Di Indonesia, PABU yang digunakan dalam audit untuk organisasi sektor publik adalah Standar Audit Sektor Publik. Audit sektor publik memiliki tujuan untuk memastikan apakah dana publik telah dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab serta memberikan keyakinan bahwa organisasi sektor publik telah efektif dan efisien (Assakaf et al., 2018). 
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa pemeriksaan keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maka dari itu audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh BPK dan lingkup pemeriksaannya meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
2.2. [bookmark: _Toc210376545] Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Pasal 9 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa BPK memanfaatkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah yang pada ayat (2) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. APIP yang dimaksud berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun (2010) adalah aparat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi dengan melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (1), APIP terdiri atas:
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa BPKP bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. 
2. Inspektorat Jenderal 
Inspektorat Jenderal, atau nama lain melaksanakan pengawasan intern, mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara atau lembaga yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Inspektorat juga meninjau laporan keuangan kementerian negara atau lembaga sebelum disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. Inspektorat Jenderal (Itjen) atau Inspektorat Utama (Itama) adalah unsur pengawas kementerian yang bertanggung jawab atas pengawasan internal di kementerian negara atau lembaga. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Itjen berada di naungan Menteri serta bertanggung jawab terhadap Menteri. 
3. Inspektorat Provinsi
Inspektorat Provinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Provinsi yang didanai dengan APBD Provinsi serta melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi sebelum disampaikan Gubernur kepada BPK RI. 
4. Inspektorat Kabupaten/Kota
Inspektorat Kabupaten/Kota bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota serta melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan Bupati/Walikota kepada BPK RI. 

2.3. [bookmark: _Toc210376546] Permendagri No. 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permendagri No. 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah perlu meningkatan kapabilitasnya, salah satunya dengan terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan. 
Terlaksananya pendidikan professional berkelanjutan mencakup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis mengenai: 
a. pengawasan pelayanan publik; 
b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 
c. pengawasan keuangan daerah; 
d. audit kinerja; 
e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; 
f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; 
g. audit investigasi;
h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; 
i. [bookmark: _Hlk201623251]Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE); dan 
j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya
[bookmark: _Hlk191495487]Dalam meningkatkan kapabilitasnya sebagai APIP, setiap auditor pada Inspektorat Malinau wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. Dengan adanya pendidikan profesional berkelanjutan ini, diharapkan auditor dapat meningkatkan kapabilitasnya dan dapat menghasilkan informasi audit yang berkualitas. 
2.4. [bookmark: _Toc210376547] Fraud
Fenomena fraud selalu menarik untuk dibahas bahkan sampai masa kini. Tindakan fraud terjadi di hampir setiap sektor pemerintahan dan sektor privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Fraud secara umum mencakup keseluruhan sarana dari rancangan kecerdasan manusia untuk digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang palsu (Albrecht et al, 2012). Dalam konteks kegiatan pasar keuangan, penipuan dapat dipahami sebagai pemalsuan atau manipulasi informasi keuangan yang melanggar hukum. Fraud dapat diartikan sebagai tindakan atau pernyataan dimana pelaku pasar keuangan memberikan informasi palsu atau menyesatkan pihak lain dengan secara sengaja memberikan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau informasi termanipulasi yang berkaitan dengan barang, jasa, atau peluang investasi keuangan dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Reurink, 2018). 
Tindakan fraud sangat beragam jenisnya, tergantung segmen pasar dimana tindakan tersebut dilakukan, instrumen keuangan yang terlibat, dan pelaku yang terlibat. Namun secara konseptual, Reurink (2018) menyatakan terdapat tiga jenis fraud, yaitu: 
1. Pengungkapan Keuangan Palsu (False Financial Disclosure) 
Menggabungkan berbagai perilaku dimana peserta pasar keuangan membuat pernyataan palsu mengenai kinerja atau kesehatan finansial sebuah outlet investasi yang dapat berupa sebuah perusahaan, pendanaan, peminjaman, atau produk investasi. 
2. Penipuan Keuangan (Financial Scams)
Skema yang sepenuhnya penipuan, dimana pelaku menipu orang untuk berinteraksi secara sukarela dengan pelaku yang dimana sang korban akan secara sukarela memberikan uang atau informasi sensitif mengenai keuangan pribadi mereka. 
3. Penipuan Kegagalan Finansial (fraudulent financial mis-selling)
Merujuk pada pemasaran, penjualan, atau menyarankan produk keuangan yang mengecoh dan manipulatif kepada pengguna akhir, dengan pengetahuan bahwa produk atau layanan tersebut tidak cocok dengan kebutuhan pengguna akhri tertentu.
ACFE sendiri secara skematis menggambarkan cabang dari fraud sebagai berikut : 
1. Penipuan Aset (Aset Misappropriation) yang kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Penyalahgunaan aset (uang tunai). Misalnya: penggelapan uang tunai, penerimaan cek dari pelanggan, pemotongan gaji pemasok. 
b. Penyalahgunaan aset (non tunai). Misalnya: penggunaan fasilitas dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. 
2. Pernyataan Palsu di Laporan Keuangan (Fraudulent Statements in Financial Statement). Tindakan membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan laporan keuangan yang sebenarnya. Misalnya bukti transaksi yang telah dipalsukan atau mengakui transaksi lebih besar atau transaksi lebih kecil dari yang sebenarnya. 
3. Korupsi (Corruption). ACFE membagi jenis-jenis perbuatan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu: 
a.  Benturan kepentingan (conflict of interest) sebagai contoh: terdapat seseorang atau sebuah kelompok orang internal perusahaan (umumnya level manajemen) memiliki hubungan khusus dengan eksternal (orang atau badan usaha) saat mengambil suatu keputusan lebih mementingkan dan melindungi kepentingannya yang dapat merugikan perusahaan. 
b. Menyuap atau menerima suap, imbal balik (briberies and excoriation) sebagai contoh:  menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan dalam bentuk apapun, kolusi dalam tender tertentu.
Penyebab fraud dalam pelaporan keuangan dapat diidentifikasikan dengan pendekatan fraud triangle yang diusulkan oleh Clinard dan Cressey (1954). Menurut Cressey, fraud disebabkan oleh pressure, opportunity, dan rationalization.  ( Albrecht et al, 2012; Fitri et al., 2019; Natalia et al., 2022). 
a. Tekanan (Pressure)
Dorongan untuk melakukan kecurangan karena adanya tekanan yang dialami oleh pelaku fraud karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, lingkungan kerja, dan keluarga. 
b. Kesempatan (Opportunity)
Fraud juga dapat terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan ini timbul dari lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Hal ini meyebabkan adanya kesempatan bagi internal yang mengetahui celah di perusahaan, pelaku percaya dengan celah ini tindakan mereka tidak akan diketahui. 
c. Rasionalisasi (Rationalization)
Pelaku fraud melakukan pembenaran dengan menganggap bahwa hal tersebuh adalah hal yang biasa dilakukan atau pembenaran lainnya. Mereka merasionalisasikan bahwa mereka hanya meminjam uang perusahaan, tidak ada yang tersakiti, atau perusahaan berutang pada mereka.  
Adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi dapat menekan segala risiko kecurangan dan meminimalisir peluang yang ada sehingga dapat mengurangi kerugian apabila terjadi suatu kecurangan. Pada umumnya, pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajemen dalam menetapkan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu; keandalan pelaporan keuamgan, efektivitas dan efisiensi operasional serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Amrizal, 2015). 
Mencegah terjadinya fraud sejak dini adalah hal cara yang paling efektif dalam membatasi kerugian akibat fraud. Di sektor publik, auditor internal pemerintahan berperan dalam upaya pencegahan dan deteksi kecurangan. Upaya pencegahan kecurangan oleh auditor internal pemerintah dilakukan dalam perannya sebagai sebagai konsultan dan peninjau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Peninjauan tersebut adalah langkah awal dalam pencegahan fraud yang dilakukan oleh  internal auditor pemerintah. Hal tersebut dikarenakan, dalam kegiatan peninjauan, auditor dapat mengawal perencanaan dan penganggaran hingga pelaporan (Nusantara et al., 2020). 
Selain pencegahan, auditor harus dapat memahami bagaimana cara mendeteksi kecurangan sejak dini. Pendeteksian fraud oleh auditor merupakan kemampuan yang dimiliki seorang auditor untuk mengembangkan pencarian informasi ketika menemukan gejala akan sesuatu yang salah atau tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Gizta et al., 2019). Pendeteksian kecurangan dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang terlaksanakan sesuai dengan harapan prinsipal. 
Setiap jenis kecurangan memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat digeneralisir, maka dari itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap setiap jenis kecurangan agar pendeteksian kecurangan dapat dilakukan secara optimal (Amrizal, 2015). Menurut Albrect (2012) terdapat 6 gejala kecurangan atau indikator fraud detection, yaitu:
1. Accounting anomalies (keganjilan dari laporan akuntansi). 
a. Dokumen yang hilang, barang yang sudah lama di dalam rekonsiliasi bank, terlalu banyak kredit, nama atau alamat yang umum dari pembayaran/nasabah, menduplikat pembayaran, dokumen yang difotocopy.


b. Journal entries yang salah 
Journal entries tidak menggunakan dokumen pendukung, tidak dapat menjelaskan penyesuaian dari penerimaan, pembayaran, pendapatan atau biaya, jurnal tidak seimbang/balance, jurnal dibuat oleh individu yang tidak biasanya membuat jurnal, jurnal dibuat dengan akhir periode.
c. Ketidaksamaan dalam buku besar 
Buku besar tidak seimbang/balance, laporan master/kontrol tidak sama dengan total dari individu customer atau vendor balances dan penyimpangan yang bersumber dari konsumen.
2. Internal control weakness (pengendalian internal yang lemah) 
Ketika pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan itu lemah, maka resiko akan ada tindakan kecurangan akan semakin tinggi. Indikasi adanya kelemahan pengendalian internal adalah:
a. Ketiadaan dari pemisahan tugas. 
b. Ketiadaan dari otorisasi yang tepat. 
c. Kurangnya pengetahuan tentang sistem akuntansi.
d. Ketiadaan sistem pendokumentasian yang baik
3. Analytical anomalies (keanehan analisis) 
Kecurangan ini berhubungan dengan transaksi atau kegiatan yang sering terjadi yang dilakukan sendirian atau melibatkan orang banyak yang tidak seharusnya berpartisipasi. Kecurangan ini juga melibatkan transaksi dan jumlah dimana angka yang diberikan terlalu besar atau terlalu kecil. Indikasi adanya keanehan analitis adalah: 
a. Penyimpangan dari spesifikasi persediaan. 
b. Terlalu banyak retur dari konsumen. 
c. Kelebihan atau kekurangan kas. 
d. Beban atau pengembalian yang tidak rasional.
4. Extravagant lifestyle (gaya hidup yang boros atau konsumtif) 
Kebanyakan pelaku fraud adalah mereka yang berada di bawah tekanan masalah keuangan. Masalah keuangan itu biasa muncul karena memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan atau juga bisa muncul sebagai akibat dari gaya hidup yang boros karena individu tersebut sudah terbiasa untuk hidup mewah dan kencendrungan untuk mempertahankan kekayaan dengan cara apapun termasuk berbuat kecurangan.
5. Unusual behaviour (perilaku yang tidak biasa) 
Riset psikologi mengindikasi bahwa orang yang melakukan tindakan kriminal diliputi oleh perasaan takut dan bersalah yang besar. Emosi ini mengekspresikan diri mereka sendiri dalam respon fisik tidak senang yang berlebihan yang disebut dengan stress.
6. Tips and Complains (tips dan keluhan atau komplain) 
Tips dan keluhan termasuk kategori gejala kecurangan dari pada fakta keurangan yang sebenarnya, hal ini disebabkan karena kebanyakan tipsdan keluhan seringkali berubah menjadi suatu yang sulit dalam menilai motivasi seseorang yang melakukan komplaim dan memberikan tips.
2.5. [bookmark: _Toc210376548] Pengembangan Kompetensi 
Seorang auditor harus memiliki kompetensi untuk melakukan tugas pencegahan, pendeteksian, dan investigasi untuk mencapai hasil yang diharapkan, yaitu mencegah penipuan dan menangani kasus dengan langkah yang tepat. Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki (Agoes & Hardana, 2009). Output yang dihasilkan akan berkualitas jika seseorang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugasnya. Kompetensi auditor dalam melaksanakan proses audit mencakup penerapan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Secara spesifik Dreyfus dan Dreyfus (1986) membagi proses perolehan keahlian dibagi menjadi 5 tahap yaitu: 
1. Novice
Tahap mengenali kenyataan dan hanya membuat kesimpulan berdasarkan standar yang ada. Staf audit pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi biasanya memiliki keahlian pada tahap pertama ini.
2. Advanced beginner 
Pada tahap ini, auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak dapat merasionalkan semua tindakan audit; namun, pada tahap ini mulai dapat membedakan aturan yang sesuai dengan tindakan.
3. Competence
Pada tahap ini, auditor telah memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatasi situasi yang kompleks. Segala tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan yang ada dalam pikirannya serta kekurangan kesadaran terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur audit.  
4. Profiency
Setiap hal menjadi rutin pada tahap ini, sehingga auditor cenderung bergantung pada pengalaman sebelumnya. Intuisi mulai digunakan, dan pemikiran audit akan terus berjalan untuk mendapatkan analisis yang signifikan pada akhirnya. 
5. Expertice  
Pada tahap ini, auditor memahami sesuatu berkat kematangan dan pemahaman mereka terhadap praktik yang ada. Auditor mampu membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka mengandalkan intuisi, bukan aturan yang ada.
Kompetensi dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu:
1) Mutu personal 
Saat menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti pikiran terbuka, pikiran luas, mampu menangani ketidakpastian, mampu bekerjasama dalam tim, rasa ingin tahu, mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, dan menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif.
2) Pengetahuan umum 
Pengetahuan umum dapat berupa pemahaman mengenai standar yang berlaku dan reviu analisis. Selain itu, auditor perlu memahami mengenai pengetahuan yang diporoleh saat menjalani pendidikan sebagai auditor.
3) Keahlian khusus 
Keahlian khusus yang harus dimiliki auditor antara lain, kemampuan dalam membaca dan membuat statistik, keterampilan dalam mengoperasikan komputer, serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.
2.6. [bookmark: _Toc210376549] Pendidikan Profesional Berkelanjutan
Menurut Arens, et al (2014) seorang auditor wajib memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk melaksanakan audit. Pernyataan tersebut mengisyaratkan auditor harus memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang cukup serta mengikuti pendidikan formal berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses yang memberikan dukungan kepada pegawai untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam pekerjaan saat ini dan di masa depan, hal ini dilakukan dengan mengembangkan kebiasaan berpikir dan bertindak, keterampilan, pengetahuan, sikap, serta pemahaman yang tepat agar mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik (Syafruddin & Sahur, 2022). Dengan adanya pelatihan, auditor memiliki wawasan tambahan yang dapat membuat auditor berpikir lebih kompleks dalam memeriksa kebenaran bukti audit dan auditor akan lebih mudah mendeteksi titik-titik kritis terjadinya kesalahan dan kecurangan. 
Menurut Klienman et al., (2020) kegagalan auditor dalam mendeteksi fraud dapat muncul dari beberapa bidang salah satunya adalah faktor yang melekat pada auditor yaitu ketidakmampuan auditor yang muncul dari kurangnya pengawasan atau pelatihan, ketidakmampuan untuk memahami bisnis klien dan yang terkait dengan risiko fraud, kurangnya kemampuan analisis fraud yang terkait dengan klien, dan kegagalan dalam memahami sinyal fraud, maka dari itu auditor memerlukan pelatihan untuk menambah pengetahuannya dalam melakukan pemeriksaan dan meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi faktor risiko fraud. Auditor yang sering mengikuti pelatihan, terutama terkait kecurangan, akan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kecurangan dibandingkan auditor yang tidak mengikuti pelatihan (Bierstaker et al., 2012; Elfia & NR, 2022; Gizta et al., 2019; Juniansyah & Fachriyah, 2019)
2.7. [bookmark: _Toc210376550]Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh (Elfia & NR, 2022) dengan judul “Pengaruh Pelatihan Auditor, Tekanan Waktu, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”. Dalam penelitian ini memandang bahwa banyaknya kasus kecurangan yang terjadi mengharuskan auditor untuk lebihmeningkatkan kemampuannya dalam pendeteksian kecurangan untuk menghindari lolosnya kasus-kasus korupsi atau kecurangan lainnya dari proses pemeriksaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelatihan auditor memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud, sedangkan tekanan waktu dan skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Auditor disarankan untuk lebih sering mengikuti pelatihan agar kemampuan mereka dalam mendeteksi fraud dapat berkembang.  
	Penelitian yang dilakukan oleh (Natalia et al., 2022) berjudul “Analysis of Factors Affecting the Auditor's Ability to Detect Fraud” menggunakan metode deskriptif analisis dengan berbentuk Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan audit, seorang auditor wajib mampu menganalisis temuan atau fraud dalam suatu perusahaan, karena pendeteksian fraud akan memberikan kepastian akurasi dan keandalan laporan keuangan perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian ini ada 14 faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. 7 Faktor diantaranya adalah faktor internal yaitu, independensi, skeptisisme profesional, kompentensi auditor, pengalaman audit, komitmen etis atau penalaran profesi/moral, kecerdasan emosional, dan locus of control, kemudian terdapat 7 faktor eksternal yaitu tekanan waktu, pelatihan/pendidikan audit, red flag/fraud triangle, beban/kompleksitas tugas, sistem whistleblowing, forensik digital, sistem kendali mutu.
	Penelitian selanjutnya yaitu oleh (Aprilia, 2021) yang berjudul “Analisis Kompetensi Auditor Internal terhadap Kemampuan Mencegah dan Mendeteksi Fraud dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta)”. Penelitian ini menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta belum melakukan prosedur pencegahan dan pendeteksian fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan efektif karena kompetensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala dihadapi oleh auditor internal SPI Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yaitu kesenjangan kompetensi yang dikuasai ketua SPI dan staf SPI. Kesenjangan ini diakibatkan oleh perbedaan kualifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan staf, sehingga perlu dilakukan pembelajaran dan pengembangan. 
Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nusantara et al., 2020) yang berjudul “Fraud Prevention and Detection Practices in The Perspective of Jember Regency Internal Auditor” menjelaskan bahwa usaha pencegahan dan pendeteksian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Jember dilaksanakan pada unit kerja yang merupakan objek pengawasan auditor. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan tugas mereka sebagai konsultan dan sebagai penelaah RKA-PD, sedangkan tindakan pendeteksian kecurangan dilaksanakan dengan proses audit, monitoring, serta evaluasi program yang diimplementasikan oleh PD. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Gizta et al., 2019) dengan judul “Pengaruh Red Flag, Pelatihan, Independensi, dan Beban Kerja terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud dengan Skeptisisme Profesional sebagai Variabel Intervening”. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan dari APIP. Auditor internal berpotensi lebih besar untuk menemukan indikasi fraud dibandingkan auditor eksternal, namun pada kenyataannya BPK selalu lebih dulu menemukan kasus terlebih dahulu daripada APIP. Temuan BPK sebagai auditor eksternal menunjukan ketidakmampuan auditor internal dalam mendeteksi fraud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa redflag, pelatihan, dan independensi berpengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional; beban kerja tidak memiliki pengaruh langsung terhadap skeptisisme profesional; redflag, pelatihan, skeptisisme profesional memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan; tidak ditemukan pengaruh langsung independensi dan beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan; redflag dan pelatihan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan memalui skeptisisme profesional; tidak ditemukan pengaruh tidak langsung independensi dan beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional.
[bookmark: _Toc179161241][bookmark: _Toc179161521][bookmark: _Toc210203463]Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama Peneliti  
	Hasil

	1
	Okmi Elfia dan Erinos NR (2022) 
	Pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud, sedangkan tekanan waktu dan skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. Oleh karena itu, auditor disarankan untuk lebih sering mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi fraud

	2
	Lita Natalia, Nadyanti Nur Fadilla, Abdurrauf Umar, Meta Arief, dan Aristanti Widyaningsih (2022)
	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud terdapat 14 faktor. Terdapat 7 faktor internal yaitu independensi/kemandirian auditor, skeptisme profesional, kompetensi auditor, pengalaman audit, etika komitmen atau profesi/moral reasoning, kecerdasan emosional, dan locus of control. Terdapat 7 faktor eksternal yaitu tekanan waktu, pelatihan/ pendidikan audit, red flag/ fraud triangle, beban/ kompleksitas tugas, whistleblowing system, digital forensik, sistem pengendalian mutu

	3
	Kezia Nuansa Aprilia (2021)
	SPI RS Bethesda Yogyakarta belum melakukan prosedur pencegahan dan pendeteksian fraud JKN secara efektif karena kompetensi belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala dihadapi oleh auditor internal SPI RS Bethesda Yogyakarta yaitu kesenjangan kompetensi yang dikuasai ketua SPI dan staf SPI sehingga perlu dilakukan pembelajaran dan pengembangan.

	4
	Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, Gugus Irianto, dan Yeney Widya Prihatiningtias (2020)
	Penelitian ini menunjukan bahwa pencegahan fraud  yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah Jember yaitu dengan melakukan aktifitas konsultasi dan reviu RKA-OPD. Kemudian pendeteksian fraud yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan audit rutin serta layanan pengaduan masyarakat 


Disambung ke halaman berikutnya
	No.
	Nama Peneliti
	Hasil

	5
	Aulia Dewi Gizta dan Rita Andreas Augerah (2019)
	Redflag dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional; redflag, pelatihan, skeptisisme profesional memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan; redflag dan pelatihan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan memalui skeptisisme profesional
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3.1. [bookmark: _Toc210376556]Definisi Operasional 
Auditor merupakan seorang profesional yang memiliki kompetensi dan independensi untuk melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan sebuah entitas, untuk kemudian memberikan pendapat yang independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan PABU.
Fraud adalah tindakan yang dirancang dengan cerdas untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar hukum, melibatkan pemalsuan atau manipulasi informasi keuangan seperti pemberian informasi palsu, tidak lengkap, atau termanipulasi terkait produk, jasa, atau peluang investasi. 
Pengembangan kompetensi auditor pada penelitian ini berkaitan dengan meningkatkan kemampuan seorang auditor dalam melakukan tugasnya menjalankan proses audit dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Tujuan pengembangan kompetensi auditor adalah agar dapat mendeteksi kemungkinan fraud yang akan terjadi serta menanganinya dengan tepat.  
[bookmark: _Hlk180631132]Pendidikan profesional berkelanjutan merupakan proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat melaksanakan prosedur audit lebih baik serta mendeteksi fraud dengan lebih teliti. Semakin sering seorang auditor mengikuti pelatihan maka semakin mampu auditor tersebut dalam mendeteksi kecurangan dengan teliti. Diketahui bahwa setiap auditor pada Inspektorat Malinau mengikuti pelatihan penjenjangan auditor dan diklat substansi untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setiap auditor setahun mengikuti diklat minimal 120 jam/tahun. 
3.2. [bookmark: _Toc210376557]Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin memahami persepsi, makna, dan pengalaman subjek penelitian secara holistik. Metode ini  memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara bersama subjek, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang kaya dan detail tentang masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah penerapan pengembangan kompetensi auditor sektor publik khususnya pada Inspektorat Malinau sebagai bagian dari APIP. Pendekatan ini merupakan metode yang tepat untuk mengeksplorasi suatu fenomena dalam setting kehidupan nyata. 
3.3. [bookmark: _Toc210376558]Sumber dan Jenis Data
Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui penjelasan berikut. 


3.3.1. [bookmark: _Toc191549401][bookmark: _Toc201660226][bookmark: _Toc210376559]Sumber Data
a. Sumber Data Primer 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui sesi wawancara yang mendalam bersama partisipan. Adapun partisipan yang akan membantu dalam penelitian ini adalah auditor Inspektorat Kabupaten Malinau yang telah mengikuti pendidikan professional berkelanjutan. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian, seperti dokumen kebijakan, renstra, dan peta kompetensi. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer.
3.3.2. [bookmark: _Toc191549402][bookmark: _Toc201660227][bookmark: _Toc210376560]Jenis Data
Jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan wawancara yang fleksibel (lampiran 1 interview guide). Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan bagi partisipan untuk menyampaikan perspektif dan pengalaman mereka secara mendetail. Data sekunder diperoleh dengan proses analisis terhadap dokumen kebijakan, renstra, dan peta kompetensi untuk melengkapi data primer.
3.4. [bookmark: _Toc210376561]Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan analisis dokumen yang dijelaskan sebagai berikut. 
3.4.1. [bookmark: _Toc191549404][bookmark: _Toc201660229][bookmark: _Toc210376562]Wawancara 
Wawancara dilakukan dilakukan dengan sesi tanya jawab bersama partisipan dengan tujuan mendapatkan informasi secara lisan. Proses ini melibatkan diskusi auditor yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi di Inspektorat Malinau. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur dengan panduan wawancara yang terlampir pada lampiran 1. 
Wawancara dilakukan bersama 5 orang auditor yang telah mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan dalam bentuk pelatihan/bimbingan teknis yang relevan dengan tujuan menggali apakah setelah mengikuti kegiatan tersebut auditor dapat mendeteksi fraud lebih baik. Berikut adalah data partisipan yang akan diwawancarai. 
[bookmark: _Toc179162189][bookmark: _Toc210203470]Tabel 3. 1 Narasumber Wawancara
	No.
	Nama
	Tingkatan Auditor 
	Pelatihan relevan yang telah diikuti
	Pengalaman (tahun)

	1
	[bookmark: _Hlk202399552]Antung Nursehat, SE., M.Si
	Auditor Pertama
	Workshop Fraud Control Plan
	7 tahun

	2
	Septinawati, SE., M.Si
	Auditor Muda
	1. Audit Investigatif
2. Penyuluhan Anti Korupsi
	7 tahun

	3
	Herce Juari, ST., M.Si
	Auditor Muda
	Audit Investigatif
	7 tahun

	4
	Natalani, ST
	Auditor Pertama
	Audit Investigatif

	7 tahun

	5
	Rensi Jalung, A.Md
	Auditor Mahir
	Audit Investigatif

	15 tahun


Sumber: Inspektorat Kab. Malinau
3.4.2. [bookmark: _Toc201660230][bookmark: _Toc210376563]Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi dokumen kebijakan, renstra, dan peta kompetensi.
3.5. [bookmark: _Toc210376564]Teknik Analisis Data
Proses analisis data untuk penelitian melalui ini tiga tahapan yaitu reduksi data, tampilan data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu berupa software NVIVO 12 Plus. Software ini digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis dan mengelola data kualitatif karena mampu melakukan coding dan menentukan tema berdasarkan teks secara efektif dan efisien hingga memvisualisasi data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan model untuk penelitian kualitatif. 
3.6. [bookmark: _Toc210376565]Waktu dan Tempat Penelitian
Lokasi atau objek penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Malinau. Inspektorat Kabupaten Malinau yang merupakan salah satu instansi Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Penelitian ini akan dilaksanakan setelah dilakukan konfirmasi surat penelitian dan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.  
3.7. [bookmark: _Toc210376566]Validitas Data
[bookmark: _Hlk179162710]Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan strategi sebagai berikut. 
3.7.1. [bookmark: _Toc191549409][bookmark: _Toc201660234][bookmark: _Toc210376567]Triangulasi 
Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggabungkan atau membandingkan sumber data, metode pengumpulan data, dan perspektif peneliti. 
1. Triangulasi Sumber Data 
Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keandalan data. Sumber data yang digunakan adalah auditor inspektorat dan dokumen pendukung. Dengan membandingkan data dari ketiga sumber, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh bersibat konsisten dan komprehensif. 
2. Triangulasi Metode Pengumpulan Data
Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memeriksa konsistensi temuan. Dalam penelitian ini, metode yang dapat digabungkan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. 
3.7.2. [bookmark: _Toc191549410][bookmark: _Toc201660235][bookmark: _Toc210376568]Member Checking
Untuk mengetahui akurasi data yang telah diperoleh melalui wawancara, teknik member checking juga dilakukan pada akhir penelitian. Member checking dilakukan dengan peneliti menyampaikan laporan yang telah dibuat kepada narasumber mengenai hasil pengumpulan data untuk dipastikan kebenarannya serta memberikan saran dan kritikan.


[bookmark: _Toc210173999][bookmark: _Toc210376569]BAB IV
[bookmark: _Toc210376570]HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. [bookmark: _Toc210376571] Hasil Penelitian
1. [bookmark: _Toc210174002][bookmark: _Toc210376572]
2. [bookmark: _Toc210174003][bookmark: _Toc210376573]
3. [bookmark: _Toc210174004][bookmark: _Toc210376574]
4. [bookmark: _Toc210174005][bookmark: _Toc210376575]
4.1. [bookmark: _Toc210174006][bookmark: _Toc210376576]
1. [bookmark: _Toc210376577]Gambaran Umum Objek Penelitian 
Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau pada pasal 2 bahwa Inspektorat merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Inspektorat tercantum dalam pasal 4 yaitu, membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pada pasal 5 menjelaskan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut.  
a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 
b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 
c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati; 
d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; 
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari : 
1. Inspektur; 
2. Sekretariat, yang terdiri atas: 
a) Sekretaris; 
b) Kepala Sub Bagian Umum, 
c) Kepegawaian dan Keuangan; 
d) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; 
e) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 
1. Inspektur Pembantu I; 
1. Inspektur Pembantu II; 
1. Inspektur Pembantu III; 
1. Inspektur Pembantu IV; dan 
1. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Inspektur 
a. Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 
b. Inspektur mempunyai fungsi : 
a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 
c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati; 
d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; 
e) Pelaksanaan administrasi inspektorat; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. Sekretaris 
a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a) penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi; 
b) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian; 
c) penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan; 
d) penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan; 
e) koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; 
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten. Sekretariat terdiri dari: 
1. Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Inspektorat. 
2. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat, dan barang inventaris kantor serta keuangan.
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
12. Inspektur Pembantu
Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan wilayah pengawasannya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya; 
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya; 
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) di wilayahnya; 
d. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 
f. pelaksanaan reviu, evaluasi dan pengawasan terhadap rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja dan sistem pengendalian intern pemerintah; 
g. penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun khusus;
h. koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan; pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik; 
i. penyusunan peraturan, pedoman atau standar di bidang pengawasan; penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Inspektur Pembantu terdiri dari : 
1. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
2. Inspektur Pembantu Wilayah II; 
3. Inspektur Pembantu Wilayah III; 
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
13. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Terdapat 2 jabatan fungsional khusus yakni Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan P2UPD. 
[image: ]
[bookmark: _Toc210203839]Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat
Sumber: Inspektorat Kabupaten Malinau, 2025

Pelayanan PD Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau adalah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan di atasnya dalam penyelenggaraan pengawasan internal. Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah meliputi pembinaan dan pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk :
1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;  
1. Penyelenggaraan pemerintah desa; 
1. Reviu rencana kerja anggaran;  
1. Reviu laporan keuangan;  
1. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah  
1. Reviu Dana Alokasi Khusus  
1. Evaluasi sistem pengendalian internal 
1. Evaluasi Penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa  
1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD 
1. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu  
1. Pemeriksaan terpadu  
1. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi  
1. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik 
1. Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan  
1. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan  
1. Koordinasi program pengawasan  
1. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial  
1. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi  
1. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.  
33. Tugas lain yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan peta kompetensi APIP Kabupaten Malinau tahun 2022 pengembangan kompetensi yang diikuti oleh auditor dapat berupa diklat teknis, substantif, sosialisasi, bimtek, dan PKS. Berikut adalah data pelatihan yang telah diikuti oleh auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Malinau. 
[bookmark: _Toc210203474]Tabel 4. 1 Data Pelatihan Auditor Inspektorat Kabupaten Malinau 2022
	[bookmark: _Hlk204230498]No 
	Pelatihan 
	Jumlah Auditor yang mengikuti pelatihan

	1
	[bookmark: _Hlk202295986]Pelatihan Audit Pengelolaan Keuangan Desa Berbantu Aplikasi SISWASKEUDES di Lingkungan APIP
	1

	2
	Workshop Aplikasi SISWASKEUDES
	6

	3
	Bimtek SIPD
	1

	4
	Diklat Audit Ketaatan
	1

	5
	[bookmark: _Hlk202300166]Diklat Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan APIP
	3

	6
	Pelatihan Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengelolaan Hasil Pengawasan di Lingkungan APIP
	2

	7
	[bookmark: _Hlk202300506]Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
	3

	8
	Pelatihan Penilaian Angka Kredit JFA
	3


Sumber: Inspektorat Kabupaten Malinau, 2022
Berdasarkan data pelatihan pada tabel 4.1 auditor Inspektorat Kabupaten Malinau mengikuti 2 dari 10 bidang kompetensi pendidikan profesional berkelanjutan menurut Permendagri No. 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terlaksananya pendidikan professional berkelanjutan mencakup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis mengenai 10 bidang kompetensi yaitu, pengawasan pelayanan publik, pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengawasan keuangan daerah, audit kinerja, perencanaan dan pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, audit investigasi, pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal, Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), dan pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. 2 bidang kompetensi pendidikan profesional berkelanjutan yang telah diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau adalah pengawasan keuangan daerah dan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan keuangan daerah telah terpenuhi melalui Bimtek SIPD dan Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Pelatihan Audit Pengelolaan Keuangan Desa Berbantu Aplikasi SISWASKEUDES dan Workshop Aplikasi SISWASKEUDES. 
[bookmark: _Toc210376578]Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten Malinau  
Kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud berkaitan dengan kemampuannya dalam memahami berbagai macam kasus yang terjadi dan mungkin terjadi pada sektor publik. Kemampuan auditor harus terus dikembangkan dalam hal ini melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Berikut peta analisis yang menggambarkan pengembangan kompetensi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau yang diolah menggunakan Nvivo 12 Plus.  
[image: ]
[bookmark: _Toc210203840]Gambar 4. 2 Peta Analisis Pengembangan Kompetensi Auditor
Sumber : Data diolah, 2025
Peta analisis di atas menunjukkan kegiatan pengembangan kompetensi auditor yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Malinau adalah melalui pelatihan dan diintegrasikan dengan pengalaman menangani kasus secara langsung. Kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan meliputi 9 jenis pelatihan yang memberikan manfaat secara langsung pada auditor yang mengikuti pelatihan tersebut. 
Pengembangan kompetensi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2023 serta tertuang dalam arah kebijakan yang tertulis pada Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2021-2026 dilaksanakan melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Pendidikan profesional berkelanjutan ini wajib diikuti oleh auditor dengan minimal 120 jam per tahun. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh auditor muda, Ibu Herce Juari yang dikutip sebagai berikut.  
“Iya, kalo untuk sesuai dengan kan ada aturan juga nih, kalau auditor harus memenuhi jam diklat gitu kan. Jadi untuk satu tahun sebelumnya ada aturan itu 120 JP satu tahun. Jadi kita minimal 120 JP itu harus mengikuti diklat, jadi kita paling tidak itu 2 kali mengikuti atau 3 kali dalam setahun.” 
Dari pernyataan tersebut bahwa, setiap auditor wajib memenuhi jam diklat minimal 120 jam per tahun atau 2 sampai 3 kali dalam setahun. Ibu Herce Juari juga menambahkan dalam wawancaranya bahwa auditor akan diarahkan sesuai bidang dan kebutuhan auditor terkait. Berikut kutipan wawancaranya. 
“Itu dari SDM, dari bidang pengembangan SDM kita dari bagian umum, sesuai dengan bidang bidang irbannya nanti. Jadi kebutuhannya apa nih untuk auditor ini. Terus apakah auditor ini sudah melaksanakan diklat ini, kalau belum diikutsertakan.”  
Dari pernyataan tersebut bahwa program pendidikan profesional berkelanjutan yang diikuti oleh auditor menyesuaikan dengan kebutuhan irban terkait. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh auditor lainnya, yaitu Ibu Rensi Jalung yang mengatakan: 
“Karena kami di irbansus, jadi harus pelatihan, misalnya investigasi, risiko fraud.”
Ibu Rensi Jalung menyampaikan di irban tempatnya bertugas yaitu irbansus mengikuti pelatihan terkait seperti pelatihan audit investigasi atau pelatihan risiko fraud. Berdasarkan hasil wawancara bersama 6 auditor Inspektorat Kabupaten Malinau, berikut program pendidikan profesional berkelanjutan yang telah diikuti. 
1. Audit Berbasis Komputer
Pelatihan ini membantu auditor melakukan pemeriksaan melalui penggunaan aplikasi khusus yang digunakan untuk menarik data dan mengolah data auditee. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 5 hari yang terbagi dalam teori-teori pada 2 hari pertama yang kemudian dilanjutkan praktik selama 3 hari. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Rensi Jalung, auditor yang mengikuti pelatihan ini.  
“…Karena itu kita harus menarik data itu dari database-nya auditee kita, atau dari klien kita, harus kita olah di dalam aplikasi khusus. Karena diklatnya hanya lima hari, itupun juga tidak full kalau gak salah. Penggunaan IT komputernya itu juga sih, jadi harus cepat, kita terlambat sedikit, otomatis kita masih terlambat… Jadi diklatnya lima hari, paling hari pertama, kedua itu masih perkenalan, masih teori-teori. Paling hari ketiga, empat, dan hari terakhir itu baru ke praktiknya. Agak susah sih.”
2. Audit Investigasi 
[bookmark: _Hlk205948712]Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 3 orang auditor yang telah mengikuti pelatihan ini. Setiap pelatihan yang diikuti oleh auditor telah disesuaikan dengan bidang Irban masing masing auditor serta kebutuhan individu auditor. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang wajib diikuti oleh auditor yang bertugas di Irbansus. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Rensi Jalung yang merupakan auditor Irbansus. 
“Karena kami di irbansus, jadi harus pelatihan, misalnya investigasi, risiko fraud.”
Selain Ibu Rensi Jalung yang mengikuti pelatihan ini, Ibu Herce Juari yang mengikuti pelatihan ini juga mengungkapkan bahwa pelatihan ini membekali auditor untuk mendalami pengetahuan mereka mengenai investigasi. Ibu Herce Juari menyampaikan bahwa pelatihan ini menambah pengetahuannya tentang investigasi. 
“Ya, menambah pengetahuan lah tentang investigasi seperti apa.”
“Ya dari diklat itu ya kita bisa, dari kasus-kasus yang sudah ada itu kan kita bisa tau, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi akan kasus yang tadi kita bisa memecahkan masalah.”
[bookmark: _Hlk205950124]Dari pernyataan Ibu Herce Juari bahwa pelatihan/diklat yang diikutinya membantunya memahami lebih dalam mengenai investigasi dan membantunya dalam menangani kasus dan memecahkan masalah dalam kasus tersebut.
3. Audit Kinerja
Pelatihan audit kinerja yang diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau berfokus pada pengembangan kemampuan auditor dalam mengevaluasi program dan kebijakan publik. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Herce Juari mengenai pelatihan audit kinerja. 
“Kalau saya sih dalam pelatihan audit kinerja ya, sebelumnya kan kita gak tahu apa, kita mengaudit kinerja itu seperti apa sih? Jadi dari pelatihan itu ya kita bisa mengetahui untuk mengaudit itu mulai dari efektivitasnya kita harus menunjukkan apa-apa aja, terus efisiensinya itu seperti apa, ya itu yang kita dapat setelah diklat itu.”
Dari pernyataan tersebut didapati pelatihan audit kinerja meningkatkan pengetahuan auditor tentang proses audit kinerja. Pelatihan ini membantu auditor dalam memahami aspek fundamental dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja auditee. 
4. Diklat LKPD
Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk menilai dan menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh PD. Pelatihan ini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan auditor dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Antung Nursehat sebagai auditor yang mengikuti diklat ini. 
“Nah disini kita sudah tahu tahap-tahapnya kan, kita lebih paham karena kan disitu kan banyak yang harus kita kerjakan, mulai dari dia neracanya, LOnya, cara pekerjaannya, tentang anggaran yang harus kita periksa.”
Dari wawancara tersebut diketahui bahwa diklat ini membantu auditor dalam memahami proses pemeriksaan laporan keuangan secara komprehensif. 
5. Diklat Penghitungan Kerugian Negara
Pelatihan ini membantu auditor dalam mengembangkan kemampuannya dalam mengungkap dan menghitung kerugian finansial yang dialami negara akibat tindakan fraud.  Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Natalani sebagai salah satu auditor yang mengikuti pelatihan ini. 
“…Saya sudah ikut pelatihan investigasi. Abis itu pelatihan penghitungan kerugian negaranya. Jadi berapa sih kerugian negara dari kasus tersebut.…”

6. Diklat Penyuluh Anti Korupsi
Pelatihan ini membekali auditor yang akan bertugas menjadi penyuluh anti korupsi. Pelatihan ini meningkatkan keterampilan penyuluhan dan pemahaman mengenai pencegahan korupsi. Berikut wawancara bersama Ibu Septinawati sebagai auditor yang mengikuti pelatihan ini. 
“…saya salah satu auditor yang mungkin nanti jadi penyuluh  anti korupsi. Tapi sebenarnya dari bulan Maret kemarin saya harus menyelesaikan tugas, ada beberapa tugas yang diberikan. Salah satu syarat untuk menjadi penyuluh …”

7. Reviu RKA
Inspektorat Kabupaten Malinau memiliki tugas untuk melakukan reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada BPK. Pelatihan ini membekali auditor dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan ini terdiri dari teori dan kemudian dilanjutkan dengan praktik. Berikut wawancara bersama Ibu Septinawati sebagai auditor yang mengikuti pelatihan ini. 
“Iya, emang ada teorinya, nanti setelah itu kita langsung praktek.”

“Review RKA yang kami ikuti di Balai PKN Jogjakarta itu sangat membantu buat saya dan tim. Karena setiap tahunnya kan pemerintah daerah ini kan akan melaporkan realisasi keuangan setiap tahunnya. Jadi sebelum dilaporkan ke BPK itu harus ada review dari inspektorat sendiri. Jadi dari tata kerja reviewnya, aturan yang dipakai, kertas kerjanya, laporannya. Itu semua sudah disampaikan pada saat kami diklat. Jadi pada saat kami melaksanakan review pada bulan Maret kemarin, diklat itu sangat membantu sekali. Karena ada pedoman-pedoman yang harus kami ikuti. Jadi ya sangat membantu sekali.” 
Ibu Septinawati mengungkapkan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat praktis yang membantunya dalam melakukan reviu. Materi pelatihan ini terdiri dari tata kerja, aturan yang digunakan, kertas kerja, hingga pelaporannya. Materi yang disampaikan menjadi pedoman yang sangat membantu proses reviu yang dilakukan. 
8. Sertifikasi Fraud Risk Management Professional
Sertifikasi ini merupakan program pelatihan khusus yang secara spesifik memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang fraud. Sertifikasi ini diketahui melibatkan proses penilaian yang komprehensif. Ibu Natalani menceritakan pengalamannya dalam kutipan berikut.  
“Oh itu untuk mendapatkan sertifikat, memperdalam ilmu tentang kecurangan. Jadi kami ikut pelatihannya, setelah itu kami juga ada uji kompeten. Itu diwawancara langsung sama media suara sama itu. Diwawancara apakah kami kompeten mendeteksi kecurangan. Setelah itu kami juga ada ujiannya. Selain ukom tadi, kami ada ujian tertulis juga. Nanti dinilai sama BPKP. Apakah kami layak menerima sertifikasi ini. … Jadi nambah gelar, tapi sertifikasi. Lebih keahlian kekhususan, khusus kecurangan fraud.”
Dari pernyataan tersebut diketahui proses dari perolehan sertifikasi ini meliputi uji kompetensi, ujian tertulis yang dinilai oleh BPKP, kemudian proses wawancara untuk mengetahui apakah auditor tersebut kompeten dalam mendeteksi fraud. Sertifikasi ini memberikan keahlian khusus bagi auditor dalam menangani fraud. 
9. Workshop Fraud Control Plan
Pelatihan ini berfungsi sebagai kerangka strategis bagi auditor dalam merancang sistem pencegahan kecurangan di sektor publik. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Antung Nursehat seorang auditor pertama yang mengikuti pelatihan ini. 
“Kayanya ini mba, kalau yang saya punya itu sistem Zoom.”
“Itu kan sama juga untuk pengawasan kita. Kita bermasyarakat. Dari fraud control yang bisa kita dapat lah.”
Dari pernyataan yang disampaikan Ibu Antung Nursehat bahwa pelatihan ini dilaksanakan secara online menggunakan Zoom. Pelatihan ini memberikan manfaat bagi auditor dalam tugas mereka sebagai pengawas dengan menekankan pendekatan preventif.      
Dari 9 jenis pelatihan program pendidikan profesional berkelanjutan yang telah diikuti oleh auditor, diketahui bahwa semua pelatihan tersebut melibatkan pendeteksian fraud dalam pembahasannya. Ibu Septinawati sebagai seorang auditor mengungkapkan bahwa setiap pelatihan yang diikutinya pasti membahas tentang bagaimana mendeteksi fraud. 
“Khusus untuk kecurangan itu, di setiap diklat sih itu selalu masuk. Selalu masuk aja itu … Tapi intinya sih semuanya itu untuk melaksanakan audit, terus di mana nanti misalnya ada fraud yang kita temukan, cara untuk mendalami menganalisa kejadian-kejadian itu semuanya ada di dalam diklat kami. Hampir semua sih diklat yang kami ikuti, hampir semua ada.”
“…setiap diklat pasti ada menyinggung fraudnya…”
Berdasarkan pernyataan dari Ibu Septinawati seluruh pelatihan yang diikuti mengandung unsur pendeteksian fraud. Semua pelatihan yang diikuti memberikan pedoman bagi auditor untuk melaksanakan audit serta bagaimana menganalisa setiap kejadian agar dapat menemukan adanya risiko fraud.  
Hasil wawancara dalam penelitian menunjukan bahwa pelatihan/diklat yang diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau sangat membantu mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini mengidentifikasi 3 manfaat utama pelatihan dalam pengembangan kompetensi auditor yaitu:
1. Peningkatan kemampuan analisis fraud
Berdasarkan hasil wawancara, auditor mengakui bahwa setelah mengikuti pelatihan/diklat kemampuan dalam mendeteksi fraud mengalami peningkatan. Ibu Natalani mengungkapkan bahwa pelatihan yang telah diikuti membantu dalam mendeteksi, mengendalikan, dan mengatasi fraud. Berikut kutipan wawancaranya. 
[bookmark: _Hlk206133459]“Jadi ada mendeteksi kecurangan seperti apa, bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara mengatasinya. Itu sangat detail sekali di pelatihan itu. Jadi ilmunya lebih banyak, lebih khusus lagi tentang kecurangan.” 
Ibu Septinawati juga mengungkapkan hal yang sama, dimana pelatihan yang diikutinya membantunya dalam menganalisa setiap kejadian untuk menangani fraud. Berikut kutipan wawancaranya. 
“…terus di mana nanti misalnya ada fraud yang kita temukan, cara untuk mendalami menganalisa kejadian-kejadian itu semuanya ada di dalam diklat kami….” 

2. Pedoman teknis audit
Pelatihan/diklat yang telah diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau memberikan kerangka kerja strandar yang detail untuk membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu auditor, Ibu Septinawati.  
[bookmark: _Hlk206134510]“Jadi dari tata kerja reviewnya, aturan yang dipakai, kertas kerjanya, laporannya. Itu semua sudah disampaikan pada saat kami diklat. Jadi pada saat kami melaksanakan review pada bulan Maret kemarin, diklat itu sangat membantu sekali. Karena ada pedoman-pedoman yang harus kami ikuti. Jadi ya sangat membantu sekali.”
Ibu Septinawati menyampaikan bahwa pelatihan/diklat yang diikutinya membantu dalam memberikan pedoman berupa tata kerja, aturan yang digunakan, kertas kerja, hingga pelaporan. Ibu Antung Nursehat juga menyampaikan pengalamannya dalam kutipan sebagai berikut.
“Nah disini kita sudah tahu tahap-tahapnya kan, kita lebih paham karena kan disitu kan banyak yang harus kita kerjakan, mulai dari dia neracanya, LOnya, cara pekerjaannya, tentang anggaran yang harus kita periksa”

3. Kemampuan problem solving
Pelatihan/diklat yang diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau selain meningkatkan kemampuan auditor dalam menganalisa fraud dan memberikan pedoman teknis, auditor juga mengungkapkan bahwa pelatihan/diklat yang telah diikuti membantu dalam hal memecahkan masalah (problem solving). Hal ini disampaikan oleh Ibu Herce Juari, berikut kutipan wawancaranya. 
[bookmark: _Hlk206525027]“Ya dari diklat itu ya kita bisa, dari kasus-kasus yang sudah ada itu kan kita bisa tau, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi akan kasus yang tadi kita bisa memecahkan masalah.”

Pelatihan yang telah diikuti sangat membantu auditor dalam meningkatkan kemampuannya, namun dari hasil wawancara didapatkan bahwa auditor mengalami kendala dalam mengikuti pelatihan tersebut. Ibu Natalani mengakui walaupun sudah berpengalaman dalam bidangnya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelatihan. Berikut kutipan wawancaranya. 
“Awalnya itu kayaknya sulit sekali. Tapi dijalani karena saya berapa tahun sudah berada di Irbansus…”
Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa kendala yang dialami oleh auditor yang telah mengikuti pelatihan. Kendala tersebut yaitu minimnya penguasaan teknologi, beban tugas yang tinggi, serta durasi pelatihan yang singkat. Berikut penjelasannya. 
1. Penguasaan Teknologi
Kendala teknis seperti penguasaan teknologi menjadi kendala bagi auditor yang mengikuti pelatihan. Kurang menguasai teknologi terutama ketika menggunakan aplikasi baru menjadi suatu kendala. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rensi Jalung, yang dikutip sebagai berikut. 
“Sulit, susah, karena mungkin saya gaptek…”
“Maksudnya kalau kita pakai aplikasi, ini masih baru, mungkin kalau yang saya ngerti atau excel biasa mungkin bisa ya. Itu kan dia ke aplikasi”

Dari pernyataan yang disampaikan Ibu Rensi Jalung bahwa kendala teknis yang dialaminya yaitu kurang menguasai teknologi. Kurangnya penguasaan teknologi menyebabkan pengenalan akan aplikasi khusus audit menjadi sulit baginya.  
2. Beban Tugas
Salah satu kendala yang dialami oleh auditor saat mengikuti pelatihan adalah beban tugas yang tinggi. Ibu Septinawati mengakui dengan adanya beban tugas yang harus diselesaikan di kantor cukup menghambatnya dalam mengikuti pelatihan. Berikut kutipan wawancaranya. 
“…ada beberapa tugas yang diberikan. Salah satu syarat untuk menjadi penyuluh, tapi kan dengan kondisi kami di kantor, jadi sampai sekarang belum saya kerjakan.”
Dari pernyataan yang disampaikan Ibu Septinawati yaitu kondisi kantor dengan beban tugasnya sebagai auditor menjadi kendalanya dalam menyelesaikan pelatihan. Hal ini menyebabkan tugas yang menjadi salah satu syarat menyelesaikan pelatihan tersebut  belum dilaksanakan oleh Ibu Septinawati. 
3. Durasi Pelatihan 
Durasi pelatihan yang singkat menjadi kendala bagi auditor ketika mengikuti pelatihan. Penguasaan materi yang kompleks dalam waktu yang singkat menyebabkan auditor mengalami kesulitan. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Rensi Jalung. 
“Karena diklatnya hanya lima hari, itupun juga tidak full kalau gak salah. Penggunaan IT komputernya itu juga sih, jadi harus cepat, kita terlambat sedikit, otomatis kita masih terlambat. Kecuali kalau kayak kuliah mungkin satu semester mungkin bisa.… Agak susah sih.”
Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rensi Jalung bahwa durasi pelatihan yang hanya lima hari dengan waktu yang tidak penuh kurang untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan, terutama keterampilan. 
Pengembangan kompetensi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau bukan hanya pelatihan/diklat saja, namun pengalaman langsung di lapangan juga memiliki peranan yang penting. Ibu Natalani mengungkapkan integrasi pengalaman dalam menangani kasus dengan pelatihan/diklat yang diikutinya sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dalam menangani kasus. Berikut kutipan wawancaranya. 
“Ya dari diklat itu ya kita bisa, dari kasus-kasus yang sudah ada itu kan kita bisa tau, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi akan kasus yang tadi kita bisa memecahkan masalah.”
Hal yang sama juga diungkapkan oleh auditor lainnya yaitu Ibu Herce Juari yang menyatakan melalui pelatihan/diklat serta pengalaman menangani kasus sebelumnya membekalinya dalam melaksanakan tugasnya. Berikut kutipan wawancaranya.  
“Ya dari diklat itu ya kita bisa, dari kasus-kasus yang sudah ada itu kan kita bisa tau, apa yang harus kita lakukan ke depannya.”

[bookmark: _Toc210376579]Peran Auditor sebagai Pembina dan Pengawas 
Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah peran auditor di Inspektorat Kabupaten Malinau bukan hanya sebagai pemeriksa, namun juga membina dan mengawas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai APIP bertugas untuk mengawasi secara internal terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa. Auditor inspektorat berperan sebagai quality assurance (penjamin mutu) dan consulting agent untuk mendukung penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan percepatan pemberantasan korupsi. Peran ini menjadi tantangan strategis bagi auditor untuk terus mengembangkan kompetensi yang memadai mengenai berbagai teknik pemeriksaan. Ibu Natalani menyatakan bahwa auditor harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas. Berikut kutipan wawancaranya. 
“Semua ini sih, harus auditor mampu. Kita auditor tuh bukan hanya satu aja yang kita tahu. Keseluruhan. Kita mau bidang kesehatan, berarti kita harus tahu nih obat-obatan. Apa segala macam di kesehatan. Kita mau dinas pendidikan, berarti kita harus paham ilmu pendidikan. Jadi semua kemampuan auditor itu harus ada. Kita mau cari kasus, investigasi, berarti kita juga harus tahu pelatihan investigasi juga. Jadi semua pelatihan auditor itu harus tahu semuanya. Karena dia pengawas, pembinaan terhadap OPD-OPD sampai ke desa. Bukan hanya satu aja, tapi semua pelatihan yang ada harus auditor.”

Ibu Natalani mengungkapkan kompleksitas peran auditor dalam pengawasan sektor publik, auditor dituntut memiliki kompetensi multidisiplin. Dari pernyataan tersebut diketahui auditor sebagai pengawas dan pembina tidak hanya perlu menguasai kemampuan teknis di bidang audit, namun juga harus memiliki pengetahuan substantif mendalam mengenai sektor yang diawasi, seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya mengenai kualitas auditor Ibu Natalani menambahkan: 
“Harus mampu mendeteksi, saat pemeriksaan, mendeteksi kecurangan dan risiko-risiko yang ada pada OPD, memperbaiki, membina manajemen. Jadi semakin kita mendalami ke sana, jadi OPD-OPD itu orang-orang dalemnya juga makin bagus, makin baik, kualitasnya harus makin baik.”

	Ibu Natalani menyatakan auditor saat pemeriksaan harus mampu mendeteksi risiko-risiko pada perangkat daerah serta mampu mengatasi risiko tersebut dengan memperbaiki dan membina manajemen. Auditor inspektorat memastikan dan menjamin keandalan laporan keuangan  yang disajikan oleh perangkat daerah sebelum disampaikan ke BPK melalui pengawasan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi serta memberikan konsultasi. 
4.2. [bookmark: _Toc210376580]Pembahasan  
2. [bookmark: _Toc210376581]Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten Malinau  
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah, Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengatur pengembangan kapasitas dan kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Malinau melalui pendidikan profesional berkelanjutan (pelatihan, diklat, dan sertifikasi). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud di sektor publik. 
Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, terdapat sembilan jenis pelatihan yang telah diikuti oleh auditor, yaitu Audit Berbasis Komputer, Audit Investigasi, Audit Kinerja, Diklat LKPD, Diklat Penghitungan Kerugian Negara, Diklat Penyuluh Anti Korupsi, Reviu RKA, Sertifikasi Fraud Risk Management Professional, dan Workshop Fraud Control Plan.
Pelatihan-pelatihan tersebut memberikan tiga manfaat utama bagi auditor. Pertama, terjadi peningkatan kemampuan analisis fraud yang signifikan, dimana auditor menjadi lebih mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani indikasi fraud secara sistematis. Kedua, auditor mendapatkan pedoman teknis yang jelas berupa kerangka kerja standar yang memudahkan pelaksanaan tugas. Ketiga, pelatihan mengembangkan kemampuan problem solving auditor berdasarkan studi kasus yang dipelajari. 
Meskipun memberikan manfaat signifikan, auditor menghadapi beberapa kendala dalam mengikuti pelatihan. Kendala utama meliputi penguasaan teknologi yang terbatas, dimana beberapa auditor mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi audit berbasis komputer. Kendala kedua adalah beban tugas yang tinggi yang menghambat konsentrasi dan kesempatan auditor untuk menyelesaikan pelatihan. Kendala ketiga adalah durasi pelatihan yang singkat sehingga materi kompleks tidak dapat dikuasai secara optimal.
Teori pengembangan komptensi oleh Dreyfus dan Dreyfus (1986) menjelaskan bahwa perolehan keahlian auditor melalui lima tahap, yaitu novice, advanced beginner, competence, profiency, dan expertise. Program pelatihan yang diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mereka sebagai expertise khususnya dalam mendeteksi fraud. Penelitian terdahulu oleh Elfia dan NR (2022) serta Natalia et al. (2022) juga mengkonfirmasi bahwa pelatihan berpengaruh positif pada kemampuan deteksi fraud dan merupakan faktor kunci yang mendukung kompetensi auditor. Konsep pendidikan profesional menurut Arens et al. (2014) menegaskan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam melaksanakan tugasnya. 
Secara keseluruhan, pengembangan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan telah berhasil meningkatkan kemampuan auditor Inspektorat Kabupaten Malinau dalam mendeteksi fraud, meskipun tantangan teknis dan administratif masih perlu diatasi untuk mencapai dampak yang lebih optimal.
2. [bookmark: _Toc210376582]Peran Auditor sebagai Pembina dan Pengawas 
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2021-2026, peran auditor tidak hanya terbatas sebagai pemeriksa, namun berkembang menjadi peran strategis sebagai pembina dan pengawas  tata kelola pemerintahan daerah. Renstra menegaskan bahwa Inspektorat berfungsi sebagai unsur pengawas yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran ganda ini tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dimana auditor tidak hanya melakukan deteksi fraud, tetapi juga aktif memberikan pembinaan kepada perangkat daerah untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dan mencegah risiko fraud. 
Secara teoritis, peran ganda auditor sebagai pengawas dan pembina sejalan dengan konsep value-added auditing dalam yang menekankan pentingnya auditor internal tidak hanya sebagai pemeriksa tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nusantara et al. (2020) yang menyatakan bahwa pencegahan fraud yang dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu dengan melakukan aktifitas konsultasi dan reviu RKA-OPD. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan pembinaan telah menjadi praktik umum di kalangan APIP.
Kompleksitas peran ini menuntut auditor untuk memiliki kompetensi yang multidisiplin, tidak hanya menguasai teknik audit tetapi juga memahami substansi sektor yang diawasi. Persyaratan kompetensi multidisiplin ini menunjukkan bahwa auditor dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang konteks operasional dari perangkat daerah yang diawasi, yang melampaui kompetensi teknis auditing semata. Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2021-2026 memperkuat hal ini dengan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan profesional.
Peran ganda yang dimiliki oleh auditor inspektorat ini mencerminkan evolusi fungsi audit internal dari traditionally compliance-based menuju pendekatan yang lebih consultative dan advisory. Dalam perspektif teori audit internal modern, khususnya model Three Lines of Defence dari Institute of Internal Auditing (IIA), peran ganda ini sejalan dengan perkembangan fungsi audit internal kontemporer yang menekankan nilai tambah melalui kegiatan konsultasi dan pembinaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Aprilia (2021) tentang kompetensi auditor internal dalam pencegahan fraud di sektor kesehatan bahwa efektivitas pencegahan fraud sangat bergantung pada kemampuan auditor untuk memahami konteks spesifik dari organisasi yang diawasi. Temuan penelitian ini  juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gizta et al. (2019) yang menekankan pentingnya peran auditor internal dalam menciptakan nilai tambah melalui kegiatan konsultasi dan pembinaan. 
Secara keseluruhan, peran auditor sebagai pembina dan pengawas merepresentasikan paradigma baru dalam fungsi audit internal sektor publik, dimana auditor tidak hanya berfokus pada deteksi fraud tetapi juga aktif berkontribusi dalam peningkatan kapasitas institusi pemerintah daerah. Pendekatan holistik ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan tetapi juga menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2021-2026 mempertegas komitmen ini dengan menetapkan tujuan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peran ganda auditor sebagai pengawas dan pembina. 







[bookmark: _Toc210174013][bookmark: _Toc210376583]BAB V
[bookmark: _Toc210376584]PENUTUP
1. [bookmark: _Toc210174015][bookmark: _Toc210376585]
5. [bookmark: _Toc210376586] Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi Fraud di Sektor Publik (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Malinau) maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pengembangan kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Malinau telah dilaksanakan melalui program pendidikan profesional berkelanjutan berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2023. Program ini berhasil meningkatkan kemampuan auditor dalam tiga aspek utama yaitu kemampuan analisis fraud yang lebih baik dalam mengidentifikasi dan menangani indikasi fraud, penguasaan pedoman teknis audit yang menjadi kerangka kerja standar dalam pelaksanaan tugas, dan pengembangan kemampuan problem solving. Namun implementasinya masih mengalami kendala signifikan berupa keterbatasan penguasaan teknologi digital, beban tugas yang tinggi, dan durasi pelatihan yang relatif singkat untuk materi yang kompleks. 
2. Temuan tambahan dari penelitian ini mengungkapkan evolusi peran auditor dari fungsi pemeriksaan konvensional menuju peran strategis sebagai pembina dan pengawas. Auditor tidak hanya bertugas mendeteksi fraud tapi juga aktif membina perangkat daerah dalam memperbaiki sistem pengendalian internal. Peran ganda ini memerlukan kompetensi multidisiplin yang meliputi pemahaman teknis audit dan pengetahuan substantif sektor yang diawasi. 
5. [bookmark: _Toc210376587] Saran 
Berdasarkan temuan peneliltian dan kesimpulan yang telah jelaskan pada penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Untuk Inspektorat Kabupaten Malinau diharapkan mengembangkan program pelatihan teknologi informasi untuk mengatasi keterbatasan penguasaan teknologi. Kemudian, Inspektorat Kabupaten Malinau juga diharapakan untuk menyesuaikan jadwal pelatihan dengan beban kerja auditor untuk memastikan efektivitas pembelajaran serta menyelenggarakan pendampingan pasca-pelatihan untuk memastikan implementasi pengetahuan. 
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas spesifik setiap jenis pelatihan dalam meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud. 
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Pedoman akan menjadi menjadi acuan selama proses wawancara, namun bisa saja peneliti akan mengembangkan pertanyaan agar informasi yang didapatkan adalah informasi yang detail dan mendalam sesuai dengan kebutuhan. 
1. Apa saja program pengembangan kompetensi yang telah bapak/ibu ikuti?
2. Bagaimana mekanisme programnya? 
3. Setelah mengikuti program tersebut apa yang bapak/ibu rasakan?
4. Menurut bapak/ibu program apa yang ideal yang perlu diikuti oleh setiap auditor dalam rangka mengembangkan kompetensi mereka untuk mendeteksi fraud? (Elfia, NR 2022)
5. Bisakah bapak/ibu menceritakan pengalaman red flags kecurangan saat penugasan audit? (Elfia, NR 2022)
6. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh Auditor untuk mahir dalam mendeteksi fraud?







Lampiran 2 Transkrip Wawancara
Transkrip Wawancara 01 
Nama Partisipan : 
1. Antung Nursehat, SE., M.Si (Auditor Pertama)
2. Herce Juari, ST., M.Si (Auditor Muda)
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025 
Pengalaman bekerja (tahun) : 7 Tahun  
	Yv :

	Ini kan kita fokusnya ke pengembangan kompetensi, contohnya kaya pelatihan diklat gitu. Sudah berapa kali kira-kira ibu-ibu mengikuti pelatihan gitu. 

	An :
	Sudah gak ingat lagi, sudah berapa 

	Hj : 


	Iya, kalo untuk sesuai dengan kan ada aturan juga nih, kalau auditor harus memenuhi jam diklat gitu kan. Jadi untuk satu tahun sebelumnya ada aturan itu 120 JP satu tahun. Jadi kita minimal 120 JP itu harus mengikuti diklat, jadi kita paling tidak itu 2 kali mengikuti atau 3 kali dalam setahun. 

	An :
	Setiap tahun 2 atau 3 kali   

	Yv :
	Selama mengikuti pelatihan selama bekerja di sini, kira kira yang berpengaruh ke arah kecurangan atau fraud itu biasanya pelatihan apa saja yang diikutin? 

	Hj :
	Tergantung dari ini nya sih, pelatihan apa, yang kaya audit investigasi dari materi nya itu kan sudah ditentukan juga di situ apa yang kita lakukan.

	Yv :
	Kalau yang menentukan pelatihan apa saja yang diikuti itu dari mana?

	Hj : 


	Itu dari SDM, dari bidang pengembangan SDM kita dari bagian umum, sesuai dengan bidang bidang irbannya nanti. Jadi kebutuhannya apa nih untuk auditor ini. Terus apakah auditor ini sudah melaksanakan diklat ini, kalau belum diikutsertakan. 

	Yv :
	Jadi memang ada datanya dari SDM di sini? 

	Hj :
	Iya, jadi rencana diklatnya itu sudah dibuat

	An :
	Sudah dijadwalkan

	Yv :


	Berarti mekanisme program pengembangannya ini nanti ditentukan sama SDM-nya terus nanti ditentukan nih, misal auditor ini dia belum mengikuti ini, dan dia perlu ini, kemudian diteruskan ke sini. Kalau dari data yang saya dapat, Ibu Herce mendapatkan pelatihan audit investigatif, Ibu Antung dapat pelatihan Workshop Fraud Control Plan

	An :
	Kayanya ini mba, kalau yang saya punya itu sistem Zoom. 

	Yv : 
	Oh lewat Zoom. Mungkin lewat ibu Antung dulu, setelah mengikuti pelatihan tersebut apa yang ibu rasakan?

	An :
	Itu kan sama juga untuk pengawasan kita. Kita bermasyarakat. Dari fraud control yang bisa kita dapat lah. 

	Yv :
	Kalau dari ibu Herce? Mungkin setelah mengikuti pelatihan tersebut, diklat tersebut.

	Hj :
	Ya, menambah pengetahuan lah tentang investigasi seperti apa.

	Yv :


	Menambah pengetahuan ya. Kemudian setelah mengikuti pelatihan tersebut ada gak sekiranya setelah mengikuti pelatihan tersebut, dari pengetahuan yang didapat dari pelatihan tersebut, ada gak ketemu kalau oh ternyata begini, mungkin ada kasus. Ada ketemu gak setelah mengikuti pelatihan itu?

	Hj : 

	Ya dari diklat itu ya kita bisa, dari kasus-kasus yang sudah ada itu kan kita bisa tau, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi akan kasus yang tadi kita bisa memecahkan masalah. 

	Yv :


	Berarti setelah mengikuti pelatihan tersebut bisa lebih mampu untuk memecahkan masalah. Terus menurut ibu-ibu nih, program apa saja yang kiranya perlu atau ideal untuk diikutin oleh auditor setelah bekerja berapa lama di sini? Kiranya apa yang sekiranya penting gitu? 

	Hj :

	Ya tetap selalu pengembangan kompetensi auditor itu sendiri, yang mengikuti perkembangan zaman juga kan, perubahan-perubahan itu tetap ada terus. Pengembangan terus dari auditornya. 

	An :
	Harus banyak belajar.

	Yv :
	Jadi setelah mengikuti pelatihan itu berarti, untuk memecahkan masalah lebih gampang gitu?

	Hj : 
	Iya 

	Yv : 
	Terus setelah bekerja di sini kan sekian lama dari 2018, menurut ibu-ibu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang auditor itu seperti apa? 

	Hj : 
	Kualitas ya? 

	Yv : 
	Iya, orangnya harusnya kayak mana gitu? 

	Hj :
	Harus mengikuti perkembangan auditor itu, regulasinya, harus menyesuaikan regulasi itu. Terus auditor kan harus apa? 

	An :
	Harus banyak belajar. Soalnya tentang peraturan-peraturan yang lebih harus banyak belajar. Jadi harus banyak yang diperdalam lagi 

	Hj : 
	Harus berperan aktif

	Yv :  

	Oke. Mungkin di salah satu pelatihan yang pernah diikutin oleh ibu-ibu, ada gak yang kiranya bisa diceritakan gimana prosesnya, gimana rasanya, oh ternyata begini gitu? Ada gak kira-kira yang bisa diceritakan?

	Hj :


	Kalau saya sih dalam pelatihan audit kinerja ya, sebelumnya kan kita gak tahu apa, kita mengaudit kinerja itu seperti apa sih? Jadi dari pelatihan itu ya kita bisa mengetahui untuk mengaudit itu mulai dari efektivitasnya kita harus menunjukkan apa-apa aja, terus efisiensinya itu seperti apa, ya itu yang kita dapat setelah diklat itu.

	Yv : 
	Kalau ibu Anton sendiri bagaimana pengalamannya?

	An : 



	Kita gak pengalaman mengacu untuk semua diklat ya. Salah satu aja? Ya, seperti kita untuk laporan keuangan itu LKPD, kita baru sempat kemarin kan kita ikut diklatnya. Nah disini kita sudah tahu tahap-tahapnya kan, kita lebih paham karena kan disitu kan banyak yang harus kita kerjakan, mulai dari dia neracanya, LOnya, cara pekerjaannya, tentang anggaran yang harus kita periksa. Itu aja sih. Apa yang harus diperiksa di setiap akunnya itu, setiap laporannya.




Transkrip Wawancara 03
Nama Partisipan : Septinawati, S.E., M.Si
Jabatan : Auditor Muda 
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025 
Pengalaman bekerja (tahun) : 7 Tahun 
	Yv :


	Di sini saya meneliti tentang pengembangan kompetensi auditor dalam deteksi fraud di sektor publik. Bagaimana, kan di sini kita ada melaksanakan pelatihan-pelatihan. Nah, ini fokusnya gimana setelah mengikuti pelatihan itu, bagaimana dia mempengaruhi kemampuan ibu dalam bekerja. Untuk mendeteksi fraud. 

	Sw :
	Ini masalah yang fraud aja ya? Bukan keseluruhan? 

	Yv :
	Bukan.

	Sw :







	Kalau yang fraud itu, kalau saya sendiri sih sudah pernah ikut diklat, bahkan saya salah satu auditor yang mungkin nanti jadi penyuluh  anti korupsi. Tapi sebenarnya dari bulan Maret kemarin saya harus menyelesaikan tugas, ada beberapa tugas yang diberikan. Salah satu syarat untuk menjadi penyuluh, tapi kan dengan kondisi kami di kantor, jadi sampai sekarang belum saya kerjakan. Jadi kalau untuk fraud sendiri itu, kalau di dalam lingkungan kerja kami, sebenarnya itu dimulai dari lingkungan kami sendiri, dari kantor sendiri. Kami memberi contoh kepada OPD-OPD yang lain bahwa di inspektorat itu memang benar-benar seluruh aktifnya itu memang benar-benar ini, kalau melaksanakan tugas, fraud itu, kecurangan itu yang apalagi kami pemeriksaan, itu yang benar-benar kami dalami. Apabila di dalam OPD atau di desa itu memang ada indikasi fraud di situ. 

	Yv :
	Ibu setelah, kalau boleh tahu berapa tahun Ibu kerja di sini? Dari tahun berapa? 

	Sw: 
	2018 sampai sekarang. 2018. Dari 2018 sama kayak Ibu Herce. Oh iya, barengan kemarin kami masuknya. Pindahan-pindahan dari OPD lain.

	Yv :
	Berarti pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat ini setelah ada indikasi? 

	Sw :




	Enggak juga. Kalau di dalam, kalau khusus untuk pemeriksaannya, kita kan ada PKPT namanya. PKPT itu program kerja tahunan khusus untuk inspektorat. Nah terus di dalam PKPT itu kita sudah punya, kita kan ada 5 wilayah irban ya. Jadi masing-masing wilayah itu sudah dibagi, sudah wilayah 1, 2 sampai 5 itu sudah ada pengelompokan OPD atau desa yang kita audit. Nah jadi karena sudah masuk dalam PKPT, itu memang harus kita laksanakan, maksudnya harus kita audit, bukan tunggu adanya laporan.

	Yv :
	Berarti lebih ke audit yang tahunan gitu ya Bu? 

	Sw :


	Iya, seperti audit ketaatan, kalau di sini kan juga bukan cuma audit tahunan sih enggak ya. Kalau di sini kan ada audit ketaatan, ada audit ke DTT, banyak deh sebenarnya. Tapi tergantung dari PKPT masing-masing wilayah. 

	Yv :
	Berarti sudah ditentukan oleh PKPT ya? 

	Sw :

	Kalau di wilayah saya, saya enggak bisa masuk ke wilayah 2. Sudah ada dalam PKPT. Jadi tahun ini memang harus kita laksanakan audit atau review.

	Yv :
	Kalau boleh tahu Bu, Ibu selama kerja di sini mengikuti pelatihan yang sekiranya mendekati ke pendeteksian fraud itu apa aja? 

	Sw :
	Mendeteksi ke fraud ya? 

	Yv :
	Atau kecurangan-kecurangan gitu, pelatihan apa aja yang sekiranya membantu?

	Sw :




	 Khusus untuk kecurangan itu, di setiap diklat sih itu selalu masuk. Selalu masuk aja itu. Maksudnya kayak kami kemarin diklat, banyak sekali sih. Lupa apa-apa? Saking banyaknya lupa. Tapi intinya sih semuanya itu untuk melaksanakan audit, terus di mana nanti misalnya ada fraud yang kita temukan, cara untuk mendalami menganalisa kejadian-kejadian itu semuanya ada di dalam diklat kami. Hampir semua sih diklat yang kami ikuti, hampir semua ada. 

	Yv :
	Kemudian misalnya terakhir, Ibu ikut pelatihan apa? 

	Sw :
	Yang terakhir itu di 2024 ini kemarin di Jogja di review RKA. 

	Yv :
	Boleh ceritakan pengalaman setelah mengikuti diklat tersebut? 

	Sw :








	Kebetulan di irban saya, fokusnya sebenarnya di review-review. Semua review itu fokusnya di kami sekarang di tahun 2025 ini. Kalau 2024 kan masih ke desa, masih ke OPD, masih campur-campur. Kalau sekarang tahun 2025 ini kan fokusnya di review. Kebetulan di irban saya, di irban 1 itu yang baru kami ikuti kemarin itu review RKA. Review RKA yang kami ikuti di Balai PKN Jogjakarta itu sangat membantu buat saya dan tim. Karena setiap tahunnya kan pemerintah daerah ini kan akan melaporkan realisasi keuangan setiap tahunnya. Jadi sebelum dilaporkan ke BPK itu harus ada review dari inspektorat sendiri. Jadi dari tata kerja reviewnya, aturan yang dipakai, kertas kerjanya, laporannya. Itu semua sudah disampaikan pada saat kami diklat. Jadi pada saat kami melaksanakan review pada bulan Maret kemarin, diklat itu sangat membantu sekali. Karena ada pedoman-pedoman yang harus kami ikuti. Jadi ya sangat membantu sekali.

	Yv :
	Berarti diklat itu juga ada teknis-teknisnya juga? 

	Sw :
	Iya, emang ada teorinya, nanti setelah itu kita langsung praktek. 

	Yv :

	Kemudian menurut Ibu nih, program apa aja yang sekiranya ideal untuk diikuti setiap auditor dalam mengembangkan kompetensi mereka untuk mendeteksi khusus ke fraud? 

	Sw :





	Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, setiap diklat pasti ada menyinggung fraudnya. Nah jadi kalau kami kan dalam satu tahun itu sudah mengikuti diklat yang satu, jadi enggak boleh lagi di diklat yang satu. Karena kalau auditor itu wajib hukumnya dalam satu tahun itu harus mempunyai jam waktu selama 50 jam. Kami itu wajib. Jadi sebenarnya semua diklat itu penting buat kami untuk pengembangan kami. Karena contohnya saya sekarang aja yang review, entah mungkin tahun depan saya bisa pindah ke irban lain. Jadi tugas yang saya laksanakan itu beda dengan yang ada di irban 1. 

	Yv: 

	Kemudian mungkin Ibu bisa enggak menceritakan setelah mengikuti salah satu diklat, terus setelah ikut itu ketemu kayak red flagsnya gitu untuk menuju ke fraud itu ada enggak? Setelah mengikuti pelatihan kan kayak, oh iya ternyata di sini perlu diperhatikan. 

	Sw :
	Ada sih. Ada. Tapi kan gak bisa saya ceritain. 

	Yv :
	Tapi ada ya?

	Sw : 
	Ada.

	Yv :
	Kemudian yang terakhir nih Bu, kualitas yang menurut Ibu kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang auditor itu seperti apa? 

	Sw :

	Itu sebenarnya harus mempunyai integritas yang benar-benar mempunyai integritas yang tinggi, apa ya dia memang bener-bener berintegritas. 



Transkrip Wawancara 04 
Nama Partisipan : Natalani, ST
Jabatan : Auditor Pertama 
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025 
Pengalaman bekerja (tahun) : 8 Tahun 
	Yv :
	Selama 8 tahun itu, Bu, mungkin ada pengalaman ketemu kasus atau apa gitu? 

	Nt :
	Ada sih 

	Yv :
	Ada aja ya? 

	Nt :


	Iya, khusus fraudnya. Ada. Di desa. Kadang-kadang pelimpahan dari APH. Untuk menangani kasus di desa. Terkait ada potensi kerugian, kecurangan di sana. Saya mungkin gak bisa sebutkan ini nya ya. Tapi kalau kasus, iya pernah ada. 

	Yv :
	Kemudian, ibu selama kerja di sini ada mengikutin kaya diklat atau pelatihan apa aja?

	Nt :
	Banyak

	Yv :
	Banyak ya, yang terakhir apa bu? Kalau boleh tau? 

	Nt :
	Penghitungan kerugian negara. 

	Yv :
	Itu tahun? Tahun ini? 

	Nt :
	2024

	Yv :
	Tahun lalu ya, tahun 2024. 

	Nt :
	Sama ini, setifikasi FRMP

	Yv :
	Sertifikasi apa itu bu? 

	Nt :
	Fraud Risk Management Professional 

	Yv :
	Mungkin saya mau nanya di ini nya bu, yang kemarin FRMP itu, boleh diceritain gak mekanisme prorgamnya kaya mana? 

	Nt :






	Oh itu untuk mendapatkan sertifikat, memperdalam ilmu tentang kecurangan. Jadi kami ikut pelatihannya, setelah itu kami juga ada uji kompeten. Itu diwawancara langsung sama media suara sama itu. Diwawancara apakah kami kompeten mendeteksi kecurangan. Setelah itu kami juga ada ujiannya. Selain ukom tadi, kami ada ujian tertulis juga. Nanti dinilai sama BPKP. Apakah kami layak menerima sertifikasi ini. Kebetulan saya layak menerimanya. Jadi kemarin sudah dapat sertifikatnya. Itu sertifikat FRMP. Jadi itu melekat di nama saya. Jadi nambah gelar, tapi sertifikasi. Lebih keahlian kekhususan, khusus kecurangan fraud. 

	Yv :
	Berarti nanti di belakang itu ada FRMP-nya. 

	Nt :
	Jadi nama saya Natalani,ST. Habis itu FRMP.

	Yv :

	Baru saya dengar juga, Bu. Terus setelah mengikuti program ini, mengikuti sertifikasi tersebut, yang Ibu rasakan gimana? Gimana pengalamannya? 

	Nt :





	Awalnya itu kayaknya sulit sekali. Tapi dijalani. Karena saya berapa tahun sudah berada di Irbansus. Jadi kalau media suaranya, memateri apa, saya sudah mengerti itu tentang kecurangan. Jadi ada mendeteksi kecurangan seperti apa, bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara mengatasinya. Itu sangat detail sekali di pelatihan itu. Jadi ilmunya lebih banyak, lebih khusus lagi tentang kecurangan. Ditambah dengan pengalaman sebelumnya, kemudian ikut pelatihan ini. Ada pengalaman sebelumnya, langsung terjun ke lapangan, ditambah lagi dengan materi yang lebih khusus, menambah ilmu kita lagi. 

	Yv :

	Setelah Ibu mengikuti pelatihan ini, sertifikasi ini, sekiranya ada gak yang ibu ketemu kaya oh iya, ternyata ini harus diperhatikan. Kayak redflags-redflags nya gitu. 

	Nt :



	Ada, tapi yang manajemen-manajemen top, berarti pimpinan penting. Bukan kita yang di bawah saja. Sebenarnya manajemen yang mempunyai wewenang terhadap kecurangan itu. Jadi kalau di bawahnya saja yang mendeteksi, mengatasi, solusi. Tapi kalau dari manajemen atasnya tidak turun, ya sama saja. Jadi kalau dari pelatihan tadi itu lebih ke manajemen topnya. Manajemen atasnya, pimpinan tertingginya. Dari atas ke bawah. Bukan dari bawah atas. 

	Yv :

	Berarti ceritanya ini nanti setelah mengikuti sertifikasi ini, berarti fokusnya ini lebih ke top manajemennya ya? Atau gimana? 

	Nt :


	Lebih bidang saya kekhususan bidang kecurangan itu lebih dalam. Tapi kalau pas mengikuti ini, ternyata top management itu yang paling tertinggi levelnya untuk mengatasi adanya korupsi, kecurangan, apa-apa yang dibawah. Jadi kalau dari pimpinannya sudah bersih, sudah bagus, nanti ke bawahnya juga ikut. Bukan yang bawahnya saja nih, berintegritas, profesional, tidak curang. Ternyata atasnya masih banyak salajnya. Jadi ada dukungan dari pimpinan.

	Yv :
	Berarti dukungan dari pimpinan untuk melaksanakan tugas masing-masing itu penting ya Bu? 

	Nt :
	Iya penting

	Yv :

	Kemudian berarti kalau misalnya ada hipotesis nih, setelah mengikuti pelatihan sertifikasi diklat gitu, auditor lebih mampu menemukan red flags. Itu Ibu setuju apa enggak? 

	Nt :
	Menemukan apa? 

	Yv :
	Red flags atau misalnya mendeteksi kekurangan. 

	Nt :
	Setelah mengikuti pelatihannya. 

	Yv :

	Ada ini apa sih? Red flags apa sih kayak bendera merah. Iya, temuan. Jadi kalau misalnya nih saya nyebutnya kayak setelah mengikuti pelatihan ini auditor mampu menemukan fraud gitu, mendeteksi fraud gitu. Setuju? 

	Nt :
	Iya dong. Lebih dari itu lah. Apalagi sertifikasi yang saya ambil kan memang khusus.

	Yv :
	 Khusus di situ ya? 

	Nt :

	Selain investigasi tadi kan, ada investigasi. Saya sudah ikut pelatihan investigasi. Abis itu pelatihan penghitungan kerugian negaranya. Jadi berapa sih kerugian negara dari kasus tersebut. Fraud kan ini sertifikasi, lebih lagi dia. Investigasinya masuk, deteksinya masuk, semuanya. Jadi harus saya mendalam lagi.

	Yv :

	Oke, mungkin menurut Ibu nih, sudah tanya belum ya? Menurut Ibu, program ideal apa yang perlu diikuti oleh auditor untuk mendeteksi fraud? Program? Berarti pelatihan. Apa yang sekiranya kayak, kayaknya semua auditor harus mengikuti program ini. 

	Nt :
	Bukan program, pelatihan kalo di sini. Semua ini sih harus auditor mampu. Kita auditor tuh bukan hanya satu aja yang kita tahu. Keseluruhan. Kita mau bidang kesehatan, berarti kita harus tahu nih obat-obatan. Apa segala macam di kesehatan. Kita mau dinas pendidikan, berarti kita harus paham ilmu pendidikan. Jadi semua kemampuan auditor itu harus ada. Kita mau cari kasus, investigasi, berarti kita juga harus tahu pelatihan investigasi juga. Jadi semua pelatihan auditor itu harus tahu semuanya. Karena dia pengawas, pembinaan terhadap OPD-OPD sampai ke desa. Bukan hanya satu aja, tapi semua pelatihan yang ada harus auditor.

	Yv :
	Kemudian terakhir nih Bu, kualitas auditor. Kualitas yang harus dimiliki oleh seorang auditor itu seperti apa? Menurut Ibu? 

	Nt :


	Kualitasnya? 1. Harus mampu mendeteksi, saat pemeriksaan, mendeteksi kecurangan dan risiko-risiko yang ada pada OPD, memperbaiki, membina manajemen. Jadi semakin kita mendalami ke sana, jadi OPD-OPD itu orang-orang dalemnya juga makin bagus, makin baik, kualitasnya harus makin baik 



Transkrip Wawancara 05 
Nama Partisipan : Rensi Jalung, A.Md
Jabatan : Pengelola Program dan Kegiatan
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025 
Pengalaman bekerja (tahun) : 15 Tahun 

	Yv :





	Mungkin perkenalan dulu, nama saya Yuliana Veronica. Saya mahasiswa akuntansi Unmul, angkatan 2019. Di sini saya mau wawancara sedikit mengenai pengembangan kompetensi auditor dalam latihasi fraud di sektor publik. Jadi nanti fokusnya lebih ke bagaimana sih pengembangan kompetensi itu kayak misalnya di klat, pelatihan gitu. Setelah mengikuti itu auditor di inspektorat ini ada enggak pengembangannya? Ada ilmu-ilmu seperti apa yang didapatkan? Jadi fokus ke pelatihan khusus ke fraud. Mungkin pertanyaan pertama, kalau boleh tahu sudah kerja di sini berapa lama? 

	Rj :
	Dari 2010. 

	Yv :
	15 tahun ya Bu? Dari 15 tahun berarti itu sudah mengikuti pelatihan itu sudah berapa banyak tuh kira-kira Bu? Yang sekiranya fokus ke fraudnya? 

	Rj :
	Baru satu kali. 

	Yv :
	Pelatihan apa itu? 

	Rj :
	Audit investigasi level basic.

	Yv :


	Level basic ya. Itu mekanisme programnya gimana Bu? Diklatnya? Mekanismenya? Misalnya tadi saya dari Ibu Septina kan katanya nanti disesuaikan dari SDM. Ini keperluannya gimana? Mungkin bisa diceritakan mekanismenya gimana?

	Rj :
	Karena kami di irbansus, jadi harus pelatihan, misalnya investigasi, risiko fraud. 

	Yv :
	Terakhir Ibu kalau boleh tahu, ikut pelatihan apa? 

	Rj : 
	Kayanya audit berbasis komputer. 

	Yv :
	Jadi setelah mengikuti pelatihan/diklat tersebut, gimana? Apa yang Ibu rasakan?

	Rj : 





	Sulit, susah, karena mungkin saya gaptek. Karena itu kita harus menarik data itu dari database-nya auditee kita, atau dari klien kita, harus kita olah di dalam aplikasi khusus. Karena diklatnya hanya lima hari, itupun juga tidak full kalau gak salah. Penggunaan IT komputernya itu juga sih, jadi harus cepat, kita terlambat sedikit, otomatis kita masih terlambat. Kecuali kalau kayak kuliah mungkin satu semester mungkin bisa. Jadi diklatnya lima hari, paling hari pertama, kedua itu masih perkenalan, masih teori-teori. Paling hari ketiga, empat, dan hari terakhir itu baru ke praktiknya. Agak susah sih.

	Yv :
	Jadi berdasarkan pengalaman Ibu, berarti pelatihan diklat selama lima hari itu cukup atau enggak? Kurang ya? 

	Rj :
	Maksudnya kalau kita pakai aplikasi, ini masih baru, mungkin kalau yang saya ngerti atau excel biasa mungkin bisa ya. Itu kan dia ke aplikasi 

	Yv :
	Ada aplikasi tersendiri? 

	Rj :
	Ada aplikasi. Jadi kalau kita terlambat sedikit, ya kecuali memang mungkin jurusan komputer ya, mungkin dia paham di situ. 

	Yv :
	Ibu kalau boleh tahu kemarin ikut audit investigasi itu tahun berapa? 

	Rj :
	Tahun lalu, 2024. 

	Yv :
	Terus boleh ceritakan lagi gak, setelah mengikuti pelatihan audit investigasi ini gimana? 

	Rj :
	Kita juga banyak nanya kalau kita gak tahu ya. Media suaranya. Kalau seperti ini, seperti ini. 

	Yv :
	Itu tetap muka atau zoom? 

	Rj :
	Tatap muka

	Yv :
	Tetap muka langsung ya? Berarti lewat tetap muka itu menurut ibu cukup gak ilmunya yang didapat? 

	Rj :


	Ya lumayan. Karena kalau kita tidak paham, kita langsung nanya kan. Beda dengan yang komputer tadi. Karena dia harus ada formula-formulanya ya. Kita sedikit ketinggalan titik saja, koma saja, dia pasti salah.

	Yv : 
	Ibu selama mengikuti pelatihan ini, berarti ada yang zoom, ada tetap muka gitu ya? Atau tetap muka semua? 

	Rj :
	Tetap muka sih. 

	Yv :

	Tetap muka semua ya? Kemudian menurut ibu nih, apa program ideal yang perlu diikutin setiap auditor dalam rangka mengembangkan kompetensi mereka untuk mendeteksi fraud? Yang ideal? 

	Rj :
	Semua yang berkaitan dengan audit.

	Yv :


	Kemudian setelah ibu mengikuti pelatihan, saya tadi contohnya audit investigatif itu, ada gak sekiranya yang ibu temukan, oh mungkin lebih mudah menemukan red flags gitu. Red flags atau mungkin ketemu, oh ini kayaknya harus diperiksa lebih gitu. 

	Rj :
	Di pelaksananya? 

	Yv :

	Setelah mengikuti pelatihan ini kan, terus praktek, selama praktek, saat pemeriksaan itu ada gak ketemu yang kayak, oh ternyata gini gitu. Dari ilmu yang didapatkan di pelatihan tersebut. 

	Rj :
	Ada harusnya. 

	Yv :
	Ada ya? Boleh diceritain Bu? Bagaimana kayak setelah tahu gitu. 

	Rj :


	Kita tetap, kalau pun nanti ada hasil audit kita ya. Kalau kita, kita komunikasikan ketua tim kita, nanti yang ambil keputusan mereka. Apakah mau diangkat jadi temuan atau ikut ini aja. Tinggal kita konfirmasi kalau bisa ditindaklanjuti sama klien kita, kita sampai di situ. Begitu.

	Yv :
	Berarti ibu setuju ya kalau misalnya dibilang setelah mengikuti pelatihan, auditor ini mampu menemukan red flags untuk menuju ke fraud tersebut. 

	Rj :
	Harusnya mampu. 

	Yv :
	Harusnya mampu ya. Kemudian Bu, pertanyaan terakhir nih, menurut ibu kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang auditor itu seperti apa? 

	Rj :
	Mampu mendeteksi risiko. 
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